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RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR
| PELAYANAN KESEHATAN

1. RUAN(i LINGKUP
A.Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

1. Administrasi pelayanan; meliputi biava pendaftaran pese
I

e

berobat, penerbitan surat eligilibitas peserta, pembuatan ke
dan biava administrasi lain vang terjadi selama proses peras
pellayanan keschatan pasien antara lain blangko SEP, blang
mq:[:iis, protokol terapi, luaran aplikasi INA-CBG, informe
rugimen kemoterapi, surat keterangan dokter penanggung ja
I‘Lljl'l.lkan (termasuk rujuk balik dan rujukan internal), cata

lempbar bukti pelayanan;

.Termasuk di dalam pelayanan administrasi adalah pe

dug,%mn kasus Kecelakaan Lalu Lintas (KLL), kasus Kecelal
dan| Penyakit Akibat Kerja (KK-PAK), dan pemastian pesel
Koordinasi Manfaat, yang dilakukan pada saat pe

menggunakan Aplikasi Eligibilitas yang berlaku.

. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar.

sebagaimana dimaksud hanya berlaku untuk pelayanan

pada unit gawat darurat, dan diatur dalam ketentuan tersenc

.Pcml!'l‘iksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik ol

spesialis dan subspesialis sesuai dengan indikasi medis;

. Tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non-bec

dengan indikasi medis;




6. Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Alat
kesehatan sebagaimana dimaksud merupakan seluruh alat kesehatan
_Jgang digunakan dalam rangka penyembuhan, termasuk alat bantu
kesehatan:

7. Pélayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi

medis,

8. Rehabilitasi medis;

9. Pelayanan darah;

10. Pelplulasaran jenazah pada pasien yang meninggal dunia di Fasilitas

. Keschatan berupa pembersihan dan pemandian jenazah dan tidak
terimasuk peti jenazah;

11. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) adalah pelayanan yang bersifat
peﬁorangan. terbatas pada tubektomi [ termasuk tubektomi interval)
dan vasektomi, diberikan sesuai dengan indikasi medis, standar
pelayanan dan memenuhi prinsip efektil serta efisien; sesuai indikasi
medis yaitu pelayanan kesehatan diberikan berdasarkan kebutuhan
medis pasien; standar pelayanan menggunakan KLOP (Kriteria
Kelpyakan Medis Dalam Penggunaan Kontrasepsi) WHO; prinsip efekti{
dan efisien melalui pemilihan metode efektivitas sama namun eflisien
serta dilakukan secara berjenjang. Pelayanan KB tersebut dikecualikan

. untluk pelayanan KB vang dibiayai pemerintah seperti alat dan obat
l:-:m'iitras-;epsi.

12. Rintian jenis pelayanan RJTL vang disepakati dalam PKS ini adalah :

Sesuai pada lampiran IV C.1.
B.Rawntl Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

1. Pemeriksaan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi
n'ledlf.k pada fasilitas rawat inap (bangsal/ruang rawat inap, dan/atau
Perawatan inap nonintensif dan Perawatan inap di ruang intensif
danfatau ruang rawal inap lainnya);

2. Pelayanan dan tindakan medis spesialistik dan subspesialistik baik
bedap maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
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3. Pelayvanan obat dan bahan medis habis pakai;

4. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi
medis;

L R?habilitasi medis;

6. Pcl_la}-'anan darah,;

7. Pelayanan KB yang bersamaan dengan persalinan atau sesual dengan
kElﬁtEntUaﬂ perundangan yang berlaku; dan

8. Aqabila diperlukan, selain pelayanan keschatan, peserta juga berhak
méndapatkan pelayanan alat kesehatan tertentu termasuk alat| bantu
kesehatan (jenis dan besaran bantuan alat bantu kesehatan sesuai

. de#qgan Peraturan Menteri).

9, Pelayanan jenazah (pemulasaran jenazah) pada pasien yang meninggal
dunia di Fasilitas Kesehatan berupa pembersihan dan pemandian
jenazah dan tidak termasuk peti jenazah;

10. Fqsa]inan sesuai ketentuan perundang-undangan.

11. Rincian jenis pelayanan RITL yang disepakati dalam PKS ini adalah :

|

a, Ruang rawat inap kelas 1
b, Ruang rawatl inap kelas 2
c.|| Ruang rawat inap kelas 3
d. Ruang rawat inap intesive
. e.| Ruang rawat inap isolasi
C.Pelaytlnan Gawat Darurat

1. E’cs&irla yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung
memperoleh pelayanan di lasilitas PIHAK KEDUA;

2. Kritcfria sawat darurat sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu:
a. ml:ngancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan,
b. adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi
¢. adanya penurunan kesadaran

d. adanya gangguan hemodinamik, dan atau

e. memerlhukan tindakan segera.




I. kriteria gawat darurat selain diatas yang ditetapkan oleh menteri

3. Dokter Penanggung Jawab berwenang menetapkan terpenuhinya
kriteria gawat darural sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas.

4. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Kegawatdaruratan harus
memiliki kompetensi kegawatdaruratan,

D.Pelayanan Obat

1. Peserta berhak mendapat pelayanan cbat yang dibutuhkan sesuai
dengan indikasi medis.

2. Pe'layanan obat diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan

. d:arL,.fatau rawat inap baik di fasilitas PIHAK KEDUA.

3. Pelayanan obat bagi peserta Jaminan Kesehatan berpedoman pada
Daftar Obat vang ditetapkan oleh Menteri yang dituangkan sebagai
Foi[mularium Nasional berikut dengan restriksi, peresepan maksimal
dan ketentuan penerapan Formularium Nasional.

4. Pelayanan Obat di PIHAK KEDUA:

a. Obat vang termasuk dalam paket INA-CBG:
F%Ehyediaan obat yang termasuk dalam pakel INA-CBG dilakukan
oleh Instalasi Farmasi PIHAK KEDUA atau apotek jejaring FPIHAK
qEDUA.
b. Obat vang termasuk dalam top up INA-CBG:
. Jenis obal yang termasuk dalam top up INA CBG ditetapkan oleh
l\'{_en[eri.

g OPat yang dapat ditagihkan di luar paket INA CBG, yaitu: Obat
untuk penyakit kronis di PIHAK KEDUA; Obat kemoterapi.
d. Obat penyakit kronis di PIHAK KEDUA diberikan maksimum untuk
Sd (tiga puluh) hari sesuai indikasi medis.
& Dt‘lzat penyakit kronis di PIHAK KEDUA diberikan untuk:
1) penyakit kronis cakupan Program Rujuk Balik (Diabetes Melitus,
Hipertensi, Penyakit Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruktif

‘ Kronik (PPOK), Epilepsi, gangguan keschatan jiwa kronik, stroke,

dan Syndroma Lupus Eritematosus (SLE} dan penyakit kronis
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lain yang ditetapkan oleh Menteri) yang belum dapat dirujuk
| balik ke FKTP;
| 2) serta penyakit kronis lain yang menjadi kewenangan PIHAK
| KEDUA.

f. | Pemberian obat penyakit kronis di PIHAK KEDUA diberikan dengan
cara secbagai bagian dari paket INA-CBG, diberikan minimal untuk 7
|(tujuh] hari dan bila diperlukan tambahan hari pengobatan, obat
diberikan terpisah di luar paket INA-CBG serta diklaimkan sebagai
tarif Non INA-CBG, dan harus tercantum pada Forumularium

. 5|Nasicmal.

¢, Harga obat di luar paket INA-CBG vang ditagihkan olch Instalasi
Farmasi Rumah Sakit atau Apotek yang bekerja sama PIHAK
FEE-}ATU mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Menteri.

5. Obat program pemerintah yang tidak dijamin oleh PIHAK KESATU
antara lain obat untuk penyakit:
a/HIV dan AIDS
b.ll'rubc:-culosis (TB)
c. Malaria
d.|Kusta
e.lKorban narkotika (rumatan methadon)
. 6. Pcn%gunaan Obat di Luar Fornas:

Pada pelaksanaan pelayanan keschatan, penggunaan obat disesuaikan

dengan standar pengobatan program terkait dan sesuai dengan
k{:tt':rlltua;n yang berlaku. Apabila dalam pemberian pelayanan kesehatan,
paain‘ln membutuhkan obat yang belum tercantum di Fornas, maka
Penggunaan obat di luar Fornas di PIHAK KEDUA hanya dimungkinkan
setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Komite Farmasi dan Terapi
(KF"]‘I|| dengan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur Rumah
Sakit, dan tidak dibebankan kepada peserta.

T Dalar{ll hal faskes mengalami kendala ketersediaan obat sebagaimana

yang tercantum pada e-katalog maka dapat menghubungi Direktorat
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Bina Obat Publik dengan alamat email: e_katalogiikemkes.go.id atau
081281753081 dan (021)5214872 atau nomor lain yang berlaku.

8. Setiap laporan kendala ketersediaan obat harus disertar dengan
informasi: nama, sediaan dan kekuatan obal, nama pabrik obat dan
nama  distributor obat, tempat kejadian (nama dan alamat
kota/kabupaten dan propinsi, depo farmasi/apotek/instalasi [armasi
Rumah Sakit pemesan obat), tanggal pemesanan obat, hasil konfirmasi

dengan distributor setempat, hal-hal lain yang terkait,

|
E.Pelayanan Alat Kesehatan

. 1. Pelayanan Alat Kesehatan dapat diberikan pada pelayanan kesehatan
mlvat jalan dan/atau rawat inap.
2 Jf.'tl'lis dan plafon harga alat kesehatan sesuai dengan Kompendium Alat
Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Pelayanan alat keschatan yang dapat ditagihkan di luar paket INA CBG
[ﬁl‘l.it Bantu Kesehatan) terdiri dari:
a. Kacamata
b. Alat bantu dengar (hearing aid)
¢. Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan)
d. F‘erthesa gigi/gigi palsu
e. Korset Tulang Belakang (Corset)
O :

g, F‘.kat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh

Penyangga leher (collar neck/cervical collar/ neck brace)

4.mal| kesehatan dan Alat Bantu Kesehatan diberikan kepada peserta
Jaminan Kesehatan sesuai dengan indikasi medis.

5. Penyediaan alat bantu kesehatan dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA
atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) atau Apotek atau Optikal
vang bekerja sama dengan PIHAK KESATU, Khusus untuk kacamata
disjﬁakan oleh Optikal yang bekerja sama dengan PIHAK KESATU,

6, Plafon harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk alat bantu

1<esc:i||1atan merupakan harga maksimal yang ditanggung oleh PIHAK
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KESATU apabila harga alat bantu keschatan melebihi plafon harga
vang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan maka biaya tersebut
ditanggung oleh peserta dan dibayarkan langsung ke fasilitas pemberi
pFIayanan.

7. Apabila atas indikasi medis PIHAK KEDUA meresepkan alat kesehatan

di luar Kompendium alat keschatan yang berlaku maka dapat

dihunakan alat kesehatan lain berdasarkan persetujuan Komite Medik

dan kepala/direktur rumah sakit.
8. F'¢:=.||ngadaan alat kesehatan dilakukan olech PIHAK KEDUA atau
jejaringnya dengan mutu sesuai kebutuhan medis.
. 0. Ketentuan pelayanan alat bantu kesehatan yang dibayar diluar INA-

CéG sebagai berikut:

a. Kacamata

]l Ukuran kacamata yang dijamin oleh PIHAK KESATU adalah:

e Untuk lensa spheris, minimal 0,5 Dioptri
e Untuk lensa silindris minimal 0,25 Dioptri

2) Kacamata dapat diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali.

Ii] Apabila sebelum 2 tahun diperlukan penggantian kacamata olch
sebab apapun (perubahan ukuran, hilang, rusak dan sebab lain)
| maka tidak dapat dijamin oleh PIHAK KESATU.

. b. Alat bantu dengar (hearing aid)

1) Pelayanan alat bantu dengar (hearing aid) diberikan atas
tekomendasi dari dokter spesialis THT serta merupakan bagian dari
pemeriksaan dan penanganan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA
_#'ang bekerja sama.

2) Alat bantu dengar dapat diberikan paling cepat 5 (lima) tahun

qekali, atas indikasi medis.

3) Apabila sebelum 5 tahun diperlukan penggantian alat bantu dengar

(hearing aid) oleh sebab apapun (perubahan ukuran, hilang, rusak
dllan sebab lain) maka PIHAK KESATU tidak menjamin.




cl. Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan)

1) Pelayanan Prothesa alat gerak (kaki dan/atau tangan tiruan)

| merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang
diberikan pada PIHAK KEDUA yvang bekerja sama.

2) Prothesa alat gerak dapat diberikan paling cepat 5 (lima) tahun

' sekali atas indikasi medis,

:?T] Apabila sebelum 5 tahun diperlukan penggantian prothesa alat
| gerak oleh sebab apapun maka maka PIHAK KESATU tidak
menjamin.
d. &-‘rothesa gigi/gigi palsu
1) Pelayanan prothesa gigi diberikan atas rekomendasi dokter gigi

pada FKTP atau dokter gigi pada PIHAK KEDUA yang bekerja sama.

2‘ Prothesa gigi/gigi palsu dapat diberikan paling cepat 2 (dua) tahun
| sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama.

3) Apabila sebelum 2 tahun diperlukan penggantian prothesa gigi oleh
I| sebab apapun maka PIHAK KESATU tidak menjamin.

e. Korset Tulang Belakang (Corset)

1]|Pelayanan Korset Tulang Belakang (Corsef) merupakan bagian dari
|pemeriksaan dan penanganan vang diberikan pada PIHAK KEDUA
I_yzmg bekerja sama.

2) Korset Tulang Belakang (Corsef) dapat diberikan Diberikan paling
cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis.

3) Apabila sebelum 2 tahun diperlukan penggantian Korset Tulang
Jﬁelakang (Corset) pleh sebab apapun malka PIHAK KESATU tidak
menjamin,

f. Pényangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace)
1) Fi'elaj.rana_n Penyangga leher (coilar neck/cervical collar/neck brace)

merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang

diberikan pada PIHAK KEDUA yang bekerja sama.
I
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2) Penyangga leher (collar neck/cervical collar/neck brace) diberikan

| sebagai penyangga kepala dan leher karena trauma pada leher dan
kepala.
B) Penyangga Icher (collar neck/cervical collar/ neck brace) dapat
diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis.
4) Apabila sebelum 2 tahun diperlukan penggantian collar neck oleh
sebab apapun maka PIHAK KESATU tidak menjamin.
h.;lﬁ.ln.t bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh
1) Pelayanan Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh
merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang
. || diberikan pada PIHAK KEDUA yang bekerja sama.
2) Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh dapat diberikan
| paling cepat 5 (lima) tahun sekali,
3) Apabila sebelum 5 tahun diperlukan penggantian kruk oleh sebab
| apapun maka PIHAK KESATU tidak menjamin.

10, Jflmis Alat Bantu kesehatan vyang dibayar diluar INA-CBG yang
rtﬁrmasuk di dalam ruang lingkup Perjanjian ini yang disediakan oleh
PIHAK KEDUA adalah :

a. Korset Tulang Belakang
b. Kruk Penyangga Tubuh

. c. Collar Neck

d. Figi Palsu

F.Pelayanan Rujukan Parsial

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sarana prasarana, atau

berjejaring untuk memenuhi pelayanan sesuai kompetensi.
2. Rujukan parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke PIHAK
KEDUA lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian

terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien pada PIHAK
I{EdUA perujuk.

3. Rujukan parsial dapat berupa:




a. Pengiriman pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau

| tindakan; atau

b. Pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penunjang,

4, Biaya rujukan parsial menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA perujuk.

PIHAK KEDUA penerima rujukan tidak dapat menagihkan secara

lelrpisah kepada PIHAK KESATU, pasien tidak boleh dibebani urun
biava.
G.Pelayanan Ambulan
1. Pt!llayanan Ambulan merupakan pelayvanan transportasi pasien rujukan
dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan
. upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan
keselamatan pasien sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah:

a. i(cmdisi pasien sesuai indikasi medis berdasarkan rekomendasi

edis dari dokter yang merawat.

b. Kondisi kelas perawatan sesuai hak peserta penuh. Keténtuan
pelayanan peserta dalam kondisi kelas perawatan sesuai hak pescria
penuh mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

. Fl.asien rujuk balik rawat inap vang masih memerlukan pelayanan
rawat inap di fasilitas kesehatan tujuan.

(fcmtch: Pasien kanker rawat inap dengan terapi paliatif di RS Kelas
.&.| dirujuk balik ke RS di bawahnya untuk mendapatkan rawat inap
paliatif (bukan rawat jalan).

3. Pelayanan Ambulan hanya dijamin bila rujukan dilakukan oleh

Fasi?itas Kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK KESATU atau

pada kasus gawat darurat dari Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja

samf dengan PIHAK KESATU ke Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama
PIHAK KESATU dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien.

4. Pelayanan Ambulan hanya dijamin bila digunakan untuk:
a. rnrl:rujuk Peserta dari dan menuju Fasilitas Keschatan vang bekerja

sama dengan PIHAK KESATU sesuai indikasi medis; atau
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h. melakukan evakuasi pasien kasus gawat darurat yang sudah teratasi
' keadaan kegawatdaruratannya dari Fasilitas Kesehatan yang tidak
bekerja ke Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan PIHAK

| KESATU.

. Tarif penggantian biaya pelayanan Ambulan sesuai dengan standar

w

bﬁaya ambulans yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Magelang.

6. Dalam kondisi pelayanan ambulans melintasi lebih dari 1/ (satu)
wilayah daerah Kabupaten/Kota sehingga terdapat lebih dari 1 {satu)
tarif, tarif yang digunakan adalah tarif yang berlaku pada wilayah
Fasilitas Kesehatan perujuk.

7. Tarif pelayanan Ambulan meliputi:
a.ﬁenggunaan Ambulan untuk mengantarkan pasien dari Fasilitas

Kesehatan perujuk ke Fasilitas Kesehatan penerima rujukan sampai
Ambulan kembali ke tempat perujuk;

b. &(omponcn tarif operasional Ambulan meliputi: bahan bakar; karcis
tol; biaya Ambulan darat untuk menyebrang dengan kapal; tenaga
kesehatan yang ikut di dalam Ambulan; dan tenaga pengemudi,

B. Ruahg lingkup Perjanjian ini meliputi penyelenggaraan pelayanan
ambulan oleh PIHAK KEDUA. Ambulan yang digunakan oleh PIHAK
KEdUA yvaitu milik RSUD Muntilan.

H.Pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)

Pelayanan CAPD merupakan benefit pelayanan dengan standar tarif

sebagai berikut;

1. Standar Tarif untuk pemasangan pertama CAPD sesuai dengan tarif
INA-CBG.,
2. Tarif Penggunaan consumables dan jasa pada pelayanan CAPD serta

'I‘ari} Penggunaan Transfer sct pada pelayanan CAPD sesual standar

tarif vang ditetapkan oleh Menteri,




|
3. FlIHHK KEDUA menyediakan dan mendistribusikan Consumable Set
an transfer set kepada pasien.
I. Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin.
1. Pelayanan atau hal-hal lain yang tidak termasuk jaminan yang
:Irtanggung oleh PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
a. pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
|| perundang-undangan meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan
pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan
|peraturan perundang-undangan;

b.|pe]ayan3n kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang

. tidak bekerja sama dengan PIHAK KESATU, kecuali dalam keadaan
L:larurat;

c. pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat
Eecelakaan Kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin olch
program jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan
Pemberi Kerja;

d. ﬂ:ela}ranan kesehatan vang dijamin oleh program jaminan kecelakaan
lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh
program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat
Peserta

. e. pelayanan kesehatan vang dilakukan di luar negeri;

b |

. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;

: pE]ayanan untuk mengatasi infertilitas;

o o

. pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi;

—

" gslmgguan kesehatan /penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau
alkohol;

j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau

akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang belum

di?yatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan fhealth

technology assessment);
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I.l_ pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai

|
m.

percobaan atau eksperimen;

alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;

n. | perbekalan kesehatan rumah tangga:

0. | pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat,

kejadian luar biasa/wabah;

||pela}fanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yeang dapat

dicegah;

\pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti

|snsial;

pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan

|_s.c1-:aua1, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
clayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian

Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden
Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Keschatan Tertentu

l?erkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan,

Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia:

li Pelayanan kesehatan promotif dan preventif;

2] Pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala anggota TNI dan PNS
|| Kementerian Pertahanan;

3) Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta rehabilitas
| terpadu penvandang cacat personel Kementerian Pertahanan dan
lTNI:

4] Pelayanan kesehatan rehabilitasi kecacatan personel Kementerian

| Pertahanan dan TNI,

5) |Pelavanan pemeriksaan kesehatan calon PNS Kementerian

\Pertahanan; dan




6) Pelayvanan pemeriksaan kesehatan pendidikan pengembangan PNS
‘ Kementerian Pertahanan;
7) Pemberian dukungan kesehatan latihan TNI;
'8) Pemberian dukungan kesehatan operasi TNI;
9) Pemeriksaan keschatan anggota TNI;
IF{}) Pelayanan keschatan akibat kegiatan latihan dan operasi TNIL; dan
11) Kegiatan promotif, preventif, dan rehabilitatif kesehatan.
t. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan
Kesehatan yang diberikan;
. u. ITe]ayaz1an yvang sudah ditanggung dalam program lain.

2. Masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah ditetapkan oleh
pejabat vang berwenang.

3. Gangguan keschatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat
mE'F.kUkaﬂ hobi yang membahayakan diri sendiri sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf j, pengobatan dan tindakan medis yang
dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen sebagaimana
dimkksud pada angka 1 huruf |, dan kejadian tak diharapkan yang
dapat dicegah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf p ditetapkan

olehll Menteri.

. II.PROBEI?UR PELAYANAN KESEHATAN
A.Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
1. Peldyanan kesehatan bagi Peserta dilaksanakan secara berjenjang
scsdmi kebutuhan medis dan kompetensi Fasilitas Kesehatan dimulai
claril FKTP Peserta terdafltar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan

medis

2. Pelayanan RJTL merupakan kelanjutan dari pelayanan Rawat Jalan

Tingh(at Pertama (RJTP), berdasarkan surat rujukan dari Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama.
|




3. Beserta datang ke PIHAK KEDUA yang bekerja sama dengan PIHAK
KESATU dan mengikuti prosedur umum pelayanan kesehatan dengan
r+embawa sural rujukan dari FKTP.

4. PIHAK KEDUA memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi
medis.

3. Dlalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan,
FT(TP wajib merujuk ke PIHAK KEDUA sesuai dengan kasus dan
kémpetensi Fasilitas Kesehatan serta sistem rujukan. Prosedur
dilaksanakan sebagai berikut:
a./Peserta dirujuk sesuai indikasi medis.

. b. Peserta dirujuk mengikuti ketentuan rujukan berjenjang berbasis
lp(nmpetensi pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku atau peserta
dirujuk ke PIHAK KEDUA terdekat dari PIHAK KEDUA perujuk yang
memenuhi indikasi rujukan.

; l’-‘eserta diberi surat rujukan/konsul eksternal yang dilampiri salinan
SEP yang telah diterbitkan.

d. ;i[?escrta membawa  surat  rujukan  tersebut untuk mendapat
pelayanan di PIHAK KEDUA penerima rujukan.

&; }Lpabila rujukan pasien merupakan rujukan parsial, biaya atas
rujukan parsial sudah termasuk dalam paket INA-CBG pada PIHAK
KEDUA perujuk dan tidak dapat ditagihkan kepada peserta.

. [. Pelayanan yang diberikan kepada Peserta yang dirujuk ke PIHAK
(EDUA dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan,

g. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti
p?la}fanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan | oleh
masing-masing PIHAK KEDUA.

h. PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan

yalng telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajémen
yang telah disediakan PIHAK KESATU.
i. PIHAK KEDUA yang melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud

pada huruf f wajib melakukan rujuk balik ke FKTP dimana Peserta

| s




| terdaftar. Ketentuan sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk

kasus tertentu.

B.Rﬂlrwat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

L.

Peserta melakukan pendaftaran ke PIHAK KEDUA dan mengikuli
rosedur umum pelayanan kesehatan serta membawa surat perintah
rawat inap dari poli atau unit gawat darurat sesuai ketentuan

program Jaminan Kesehatan yang berlaku.

2. ]]’t:serta menyatakan akan mengunakan hak sebagai peserta JKN-KIS.

9]

. Bila pasien berkeinginan menjadi peserta JKN-KIS dapat diberi

kesempatan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran

Heserta JKN-KIS.

_Peserta harus melengkapi svarat administrasi penerbitan SEP dalam

waktu 3 x 24 jam hari kerja setelah masuk rawat inap atau sebelum
plplang;‘mcninggal;dirujuk apabila dirawat kurang dari 3 x 28 jam,

dan kartu dalam status aktif.

. Jika peserta tidak dapat melengkapi syvarat sebagaimana dimaksud di

atas maka peserta dinyatakan sebagai pasien umum.

. PIHAK KEDUA memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan

I
indikasi medis.

. Fasilitas Kesehatan/dokter yang merawat berkewajiban memberi

sul_rat rujukan balik kepada dokter di faskes yang merujuk disertai
ja‘taban dan tindak lanjut vang harus dilakukan jika secara medis

Peserta sudah dapat dilavani di Faskes vang merujuk.

. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti

peﬂflyanan pada lembar bukti pelayanan vang disediakan oleh masing-
masing PIHAK KEDUA.

. Setelah perawatan pasien selesai, pasien dapat kembali untuk

melakukan kontrol ulang sesual indikasi medis, dan selanjutnya

pa%ifrn dirujuk kembali ke FKTP terdaftar




10. PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan

11,

vang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

lyang. telah disediakan PIHAK KESATLU.

Pa[am hal Peserta RITL membutuhkan rujukan ke PIHAK KEDUA

lain, maka peserta dirujuk dengan presedur:

a. Peserta dirujuk sesuai indikasi medis.

!la-. Peserta dirujuk mengikuti ketentuan rujukan berjenjang berbasis
kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku atau peserta dirujuk ke
PIHAK KEDUA terdekat dari PIHAK KEDUA perujuk yang memenuhi

indikasi rujukan.

¢l Peserta diberi surat rujukan/konsul eksternal yang dilampiri
salinan SEP yang telah diterbitkan.

d. Peserta membawa surat rujukan tersebut untuk mendapat
pelayanan di PIHAK KEDUA penerima rujukan.

e| Apabila rujukan pasien merupakan rujukan parsial, biaya atas
rujukan parsial sudah termasuk dalam paket INA-CBG pada PIHAK

|| KEDUA perujuk dan tidak dapat ditagihkan kepada peserta.

C. Pelayanan Persalinan di PIHAK KEDUA

y

Pémberian jaminan persalinan sebagaimana pemberian jaminan

perawatan tingkat lanjutan.

- Prpsedur pelayanan sesuai dengan ketentuan pelayanan di PIHAK

KEDUA.

Manfaat jaminan kesehatan juga berlaku bagi bayi baru lahir dari

Pelserta paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

Pendaftaran kepesertaan bagi bayi baru lahir dilakukan sesuai

ketLentuan perundang-undangan sebagai berikut:

a) Bayi baru lahir dari ibu yang tclah terdaftar scbagai Peserta
Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada PIHAK KESATU
paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sgjalk dilahirkan.

b) Eiayi yvang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai

P'Fserta PBI Jaminan Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai
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|I Peserta PBI Jaminan Keschatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
ic) Pendaftaran bayi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a)
mengaktiflkan status kepesertaan bayi untuk mendapatkan manfaat
| jaminan pelayanan kesehatan selama waktu 28 (dua puluh delapan)
| hari sejak bayi dilahirkan dan masih dalam perawatan.
ﬁ:l] Untuk mendapatkan manfaat jaminan keschatan sebagaimana
dimaksud pada angka 4 hurul ¢}, bayi baru lahir harus dipastikan
| status kepesertaannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak
| yang bersangkutan dirawat atau sebelum selesai perawatan apabila
| dirawat kurang dari 3 (tiga) hari.
5. F!enjaminan bayi baru lahir dari persalinan spontan dengan kondisi
sehat termasuk dalam satu episode dengan pelayanan ibunya.
6. F'Lf_'njaminan Bayi Baru Lahir dengan kondisi yang memerlukan
perawatan tersendiri mengikuti prosedur sebagai berikut:
a|. Setelah peserta mendapatkan nomor identitas JKN-KIS bayi setelah
melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4
‘diatas, kemudian melengkapi syarat administrasi penerbitan SEP di
PIHAK KEDUA dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja setelah masuk
‘rawat inap atau sebelum pulang/meninggal /dirujuk apabila dirawat
kurang dari 3 x 24 jam, dan kepesertaan dalam status aktil.
b+\P[HPxE{ KEDUA memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi

medis.
| ;
c. Betelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti

elayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh
E’xasing- masing PIHAK KEDUA.

d. [TIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan pelayanan dan
tindakan yang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi
[\.‘iianajcmcen yang telah disediakan PIHAK KESATU.

D.Pelayanan Darah

1. Pelayanan darah dapat dilakukan sesuai indikasi medis.
|




2.| Pelayanan darah dapat dilakukan di PIHAK KEDUA vang memiliki
\bank darah atau jejaring PIHAK KEDUA yang melayani pelayanan
darah berdasarkan Mol (kerja sama) antara PIHAK KEDUA dan
Fﬂjﬁriﬁgn}'a tersebut.
3. Biaya pelayanan darah sudah termasuk dalam komponen paket INA-
CBG, peserta tidak diperkenankan iur biaya
E.Peiayanan Alat Kesehatan
1. Prosedur Alat Kesehatan yang masuk dalam paket INA-CBG:
fbmsedur dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan RJTL atau
RITL.
2. Arosedur Alat Kesehatan vang dapat ditagihkan di luar paket INA-
CBG:
lEL Peserta mendapatkan pelayanan medis dan/atau tindakan medis
| di PIHAK KEDUA vang bekerja sama dengan PIHAK KESATU
| sesuai dengan prosedur pelayanan rujukan tingkat lanjutan;

Peserta mengurus legalisasi alat keschatan ke dengan membawa

—

lembar salinan SEP dan resep alat keschatan.
¢, Peserta mengambil alat kesehatan di PIHAK KEDUA (Apotek atau
| Optikal) dengan menyerahkan lembar salinan SEP dan resep alat
kesehatan yang telah dilegalisasi.
dl Petugas PIHAK KEDUA melakukan verifikasi resep dan bukti
pendulkung lain, kemudian menyerahkan alat kesehatan kepada
| Peserta.
e.| Peserta menandatangani bukti pelayanan.
F. Pela&anan Gawat Darurat
1. Peserta yang memerlukan pelayvanan gawat darurat dapat langsung
meilmpcmlch pelayanan di unit gawat darurat tanpa surat rujukan dari
FKTP.

2. Fadilitas Kesehatan melakukan pemeriksaan, perawatan, pemberian

tindakan, termasuk obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai
den#gan indikasi medis.




3.!Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti
pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh masing-

masing fasilitas kesehatan.

4. Fasilitas kesehatan wajib melakukan pencatatan pelayanan dan
‘pndnkan yang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen yang telah disediakan PIHAK KESATU.

3. balam hal pemberian pelayanan gawat darurat, Fasilitas Kesehatan
cililarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada Peserta.

G. Pelayanan Rujuk Balik
. L. lPeserta mendapatkan pelayanan di PIHAK KEDUA dengan mengikuti
prosedur di PIHAK KEDUA,

2. Dokter Spesialis/Sub Spesialis melakukan pemeriksaan kepada
#:esena sesual kebutuhan indikasi medis;

3. Apabila peserta didiagnosa penyakit kronis maka peserta
rhendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin di PIHAK KEDUA
hingga diperoleh kondisi terkontrol/stabil sesuai dengan Kkriteria
kondisi terkontrol/ stabil oleh organisasi profesi terkait.

4, Setelah peserta ditetapkan dalam kondisi terkontrol/stabil, maka
d#yl{ter Spesialis/Sub Spesialis memberikan SRB (Surat Rujuk Balik]
kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dimana peserta yvang

. blbrsangkulan terdaftar,
Catatan : Pemberian obat rujuk balik sesuai daftar obat rujuk balik
vang ditetapkan.
H. Pelayanan Ambulan

I TR
1. Peserta datang ke PIHAK KEDUA mengikuti prosedur pelayanan

kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

2. Dk}l:—lm kondisi gawat darurat, peserta datang ke fasilitas kesechatan
rujukan tingkat lanjutan baik vang bekerja sama maupun vang tidak
bdlkerjasama sesuai prosedur umum pelayvanan kesehatan.

3. Fasilitas Keschatan memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan

indikasi medis, dan peserta berhak mendapatkan pelayanan
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| ambulan untuk rujukan antar [asilitas kesehatan berdasarkan
| penetapan indikasi medis dari dokter atau tenaga keschatan yang
| merawat.

4) peserta dirujuk antar fasilitas kesehatan dengan ambulan yang
| berasal dari fasilitas kesehatan perujuk atau penerima rujukan atau
| fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas pelayanan ambulan.

5.  Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti
|pclayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh
|masing-masing lasilitas keschatan.

. 6. lF‘asilitas kesehatan wajib melakukan pencatatan pelayanan dan
tindakan yang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi

Manajemen yang telah disediakan PIHAK KESATU.

[ PIHAK KESATU PIHAK KEDUA




| Lampiran II Perjanjian
Nomor : S0/ KTR/ VI -04 /1319
| Nomor : O19.6/2987/ 48 /aoci9

. TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM
' PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
l.P[HF\lﬂ KEDUA mengajukan klaim pelayanan kesehatan secara kolektif
kepada Kantor Cabang/Kantor Layanan Operasional Kab/Kota PIHAK
KESA'I:U secara periodik dan lengkap setiap bulannya yang dilengkapi
. dengan dokumen pengajuan klaim.
2. Dalam| satu bulan PIHAK KEDUA dapat mengajukan masing-masing
denganl interval waktu pengajuan minimal 10 (sepuluh) hari yaitu:

a. klaim reguler sebanyak maksimal satu kali antara tanggal 1 sampai
dengan maksimal tanggal 15 dengan ketentuan sebagai berikut:
I}Pepgajuan klaim reguler adalah satu bulan pelayanan penuh atau

minimal 75% dari jumlah SEP terbit.

2) D'dllam hal PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan klaim reguler
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), maka klaim susulan
belum dapat diajukan pada bulan yang sama.

3) Dalam hal PIHAK KEDUA ingin mencapai kualitas klaim N-1, PARA

. PIHAK dapat membuat kesepakatan jadwal pengajuan klaim reguler
yarlg belum diajukan, untuk dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dengan
ketentuan tidak melewati batas kadaluarsa klaim.

b. klalm||susulan bulan pelayanan sebelumnya.

c. serta klaim pending/klaim dispute.

3. Tarif yang digunakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kelas Rumah Sakit
vang berlaku dan Regionalisasi Tarif sesuai kesepakatan dengan Asosiasi
Fasilitas Kesehatan mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Menteri.

4. PIHAK KESATU menerbitkan bukti penerimaan klaim kepada PIHAK KEDUA
setelah PllHA.K KEDUA mengajukan klaim kepada PIHAK KESATU (berupa
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|
soft copy/melalui aplikasi dan hard copy) pada hari dan tanggal PIHAK

KEDUA menyerahkan klaim.
. PIHAK KESATU harus mengeluarkan herita acara kelengkapan berkas klaim

41}

paling| lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak klaim diajukan oleh PIHAK
KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU.

6. Dalam, hal klaim yang diajukan oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi
kelcngLapan berkas klaim, PIHAK KESATU mengembalikan seluruh berkas
klaim kepada PIHAK KEDUA dan mengeluarkan berita acara pengembalian
berkas|klaim.

7. Dalam hal PIHAK KESATU tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan
berkas| klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sebagaimana
dimaksud pada angka 4, berkas klaim dinyatakan lengkap.

8. Hari ke 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihitung mulai
hari pengajuan klaim PIHAK KEDUA yang ditandai dengan penerbitan bukti
peneriﬂaan klaim,

9. Persyaratan pengajuan klaim manfaat pelayanan kesehatan di PIHAK
KEDUA adalah sebagai berikut:

a. kelen#‘kapan administrasi umum yang terdiri atas:
1) Surat pengajuan klaim yang ditandatangani oleh Pimpinan PIHAK
KEDUA atau pejabat setingkat Dircktur yang diberi kewenangan;
2} Kuitansi asli bermaterai; dan
3) Surit Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan Klaim Biaya
Pelayanan Kesehatan bermaterai yang ditandatangani oleh Pimpinan
PIH.‘rK KEDUA atau pejabat setingkat Direktur yang diberi
kewenangan;
b. kelengkapan khusus yang terdiri atas:
1) bukﬂii pendukung pelayvanan; dan
2) kelengkapan lain vang dipersyaratkan dalam masing-masing tagihan

klainr.

10. Pengajuan  klaim pelayanan RJTL, kelengkapan khusus sebagaimana

dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:
|



I
a. lcmllbar surat  eligibilitas Peserta yang  ditandatanganiy oleh

Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;

b. bukti pelayanan vyang mencantumkan diagnosa dan prosedur
SEI’LF‘I ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP);

c. hasil pemeriksaan penunjang;

d. surat pernyataan pemeriksaan klaim oleh tim pencegahan kecurangan
rumka.h sakit;

e. checklist klaim rumah sakit; dan

f. luaran sistem informasi pengajuan klaim yang diunggah ke sistem

. inl"mjmasi PIHAK KESATU.

Keterangan:

Fasilitas Kesehatan di daerah terpencil yang belum memiliki jaringan

komunikasi data, luaran aplikasi pengajuan klaim sebagaimana dimaksud

dalam Jemgka 6 huruf f dapat dikirimkan dalam media penyimpanan data

kepada PIHAK KESATU.

11. Pcngajqan klaim pelayanan RITL, kelengkapan khusus sebagaimana

dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:

a. lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh
Pesserlafkeluarga atau cap jempol tangan Peserta;

b. resume medis yang mencantumkan diagnosa dan prosedur yang

. diLan&atangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP);

; ]apcreln tindakan, prosedur atau laporan operasi;

By 0

. hasil pemeriksaan penunjang, apabila dilakukan;

1)

surat perintah rawat inap;

o |

surat pernyataan pemeriksaan klaim oleh tim pencegahan kecurangan
|
{Fraud:} rumah sakit;

g. checklist klaim rumah sakit; dan

h. luaran sistem informasi pengajuan klaim yang diunggah ke sistem
informasi PIHAK KESATU.

Ketera.ng&n:

Fasilitas 'iKesfhatan di daerah terpencil vang belum memiliki jaringan
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12.

13.

komunikasi data, luaran aplikasi pengajuan klaim sebagaimana dimaksud
d&lan'{ angka 7 huruf h dapat dikirimkan dalam media penyimpanan data
kepada PIHAK KESATU.
Pengajuan klaim pelayanan Obat untuk penyakit kronis dan obat
kemoterapi, kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf
b adalah sebagai berikut:
a. Ienllbar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh
Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;
b. resép obat dan protokol terapi untuk obat kemoterapi; dan
c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai restriksi obat dalam FORNAS.
Pengajllpan klaim pelayanan Alat Bantu Kesehatan, kelengkapan khusus
sebagaimana dimaksud pada poin 9 hurul b adalah sebagai berikut:
a.lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani = oleh
Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;
b. kiairql pelayanan kacamata dilengkapi dengan:
1) resep kacamata; dan
2) tanda bukti penerimaan kacamata yang memuat harga kacamata.
Ketelngan! Penyelenggara pelayanan kacamata adalah Optikal yang
bﬂkcr_ia sama dengan PIHAK KESATU.
¢. Pengajuan klaim pelayanan alat bantu dengar harus dilengkapi dengan:
1) resep alat bantu dengar;
2) hasil pemeriksaan audiometri; dan
3) lant?a bukti penerimaan alat bantu dengar memuat harga alat bantu
dengar,
d. Pengajuan klaim pelayanan protesa alat gerak harus dilengkapi dengan:
1) resep protesa alat gerak; dan
2) tanda bukti protesa alat gerak yang memuat harga protesa alat gerak;
€. Fengajlimn klaim pelayvanan protesa Gigi harus dilengkapi dengan:
1) reaeﬁ protesa gigl; dan

2) tanda bukti penerimaan protesa gigi yang memuat harga protesa gigi.

{. Pengajuan klaim Korset Tulang Belakang harus dilengkapi dengan:
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1) rbsep korset tulang belakang; dan
2) tanda bukti penerimaan korset tulang belakang yvang memuat harga
kl‘Prset tulang belakang.
g. Pengajuan klaim pelayanan Collur Neck harus dilengkapi dengan:
1) reésep collar neck; dan
2) lslnda bukti penerimaan collar neck yang memuat harga collar neck.
h. Pengajuan klaim pelayanan Kruk harus dilengkapi dengan:
1) re:llsep kruk; dan
2) tanda bukti penerimaan kruk yang memuat harga kruk.
. i Pendgihan Alat Bantu Kesehatan diluar paket INA-CBG vyang
penyediaanya dilakukan cleh PIHAK KEDUA dilakukan secara Kolektif
oleh I|PIHP.I{ KEDUA.
14. Pengajuan klaim pelayanan Ambulan ditagihkan secara kolektil setiap
bulan pleh PIHAK KEDUA, dengan kelengkapan khusus sebagaimana
dimakshd pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:
a.lembar surat eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh
Pcserlf;&f keluarga atau cap jempol tangan Pesecrta;

b. surat pengantar rujukan pasien yang berisi informasi kondisi medis
pasien pada saat akan dirujuk dari dokter yang merawat;

c¢. bukti pelayanan ambulans yang memuat informasi tentang:

. 1) ideﬂPLitas pasien;

2) waktu pelayanan (hari, tanggal, jam berangkat dari Fasilitas Kesehatan
perli)_iuk dan jam tiba di Fasilitas Kesehatan tujuan);
3) nama Fasilitas Kesehatan perujuk; dan
4) nama Fasilitas Kesehatan tujuan rujukan.
d. tanda kerima Fasilitas Kesehatan penerima rujukan; dan

e. bukti pembayaran jika ambulans menggunakan kapal penyeberangan.

15. Pengajuan klaim pelayanan Continuous Ambulatory Peritonial Dialysis

(CAPD), kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada peoin 9 huruf b

adalah sersagai berikut:




17.

18.

a. lembar  surat ecligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh
Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta; dan

b. rese%p permintaan CAPD dari dokter yang merawat.

. Pengajuan klaim pelayanan Gawat Darurat ditagihkan secara kolektif setiap

bulan joleh PIHAK KEDUA, dengan kelengkapan sebagaimana kelengkapan

pelayanan RJTL atau RITL.

Dalam hal PIHAK KEDUA telah melaksanakan sistem pengelolaan klaim

secara|| elektronik, PIHAK KESATU dapat meminta dokumen kelengkapan

administrasi klaim dalam bentuk softcopy dan/atau melalui transaksi data
elektronik.

Verifikasi dan Pembayaran Tagihan:

a. P]H%AK KESATU melakukan proses verifikasi berkas klaim sejak berkas
dinyatakan lengkap dibuktikan dengan berita acara kelengkapan berkas
klaim sebagaimana dimaksud pada Lampiran Il angka 4 atau lampiran II
angka 6.

b. PIHAK KESATU melakukan pembayaran klaim berdasarkan hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a vang telah dinyatakan
sesuai.

c. Dalam hal berkas klaim yang telah dilakukan verifikasi oleh PIHAK
KESATU belum sesuai dan memerlukan konfirmasi, berkas klaim
dike&balikan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan kenfirmasi,
diserll;ai berita acara pengembalian berkas klaim berikut penjelasannya.

d. Berkas klaim yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dupaT diajukan kembali oleh PIHAK KEDUA pada pengajuan klaim
bulan berikutnya.

& PIHA{]( KESATU mengajukan persetujuan klaim kepada PIHAK KEDUA
dalam hal proses verifikasi klaim telah selesai dilaksanakan paling
Iambﬁt pada hari ke 10 sejak Berita Acara berkas lengkap.

f. Persetujuan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuktikan
dengah formulir persetujuan hasil verifikasi vang telah ditandatangani

oleh pejabat PIHAK KEDUA yang ditunjuk. Hasil persetujuan verifikasi
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oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud, diterima kembali di Kantor
Crelbangﬂ(ﬂntor Kabupaten/Kota PIHAK KESATU paling lambat satu
hari setelah formulir diterima oleh PIHAK KEDUA.

s Daham hal PIHAK KEDUA pada hari ke-11 (sebelas) belum menyerahkan
persetujuan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf f, PPHAK KEDUA
dianggap menyetujui hasil verifikasi klaim PIHAK KESATU, dan proses
selanjutnya terhadap klaim dapat dilanjutkan. Persetujuan Klaim yang
telah ditanda tangani oleh PIHAK KEDUA dapat disusulkan paling
lambat pada hari jatuh tempo pembavaran klaim. Dalam hal terjadi
kctrrlambatan penyerahan persetujuan klaim kepada PIHAK KEDUA,
maka PIHAK KEDUA harus membuat Pernyataan Keterlambatan
tersebut.

. PIHAK KESATU wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA
berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverilikasi paling lambat:

1) 1%5 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya berita acara kelengkapan
berkas klaim sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Il angka 4, atau

2) 15 (lima belas) hari sejak berkas klaim otomatis dinyatakan lengkap
sébagaimana dimaksud dalam Lampiran Il angka 6.

i. Dalam hal pembayaran kepada PIHAK KEDUA jatuh pada hari libur,

pembayaran pada PIHAK KEDUA dilakukan pada hari kerja berikutnya.

j. Kelengkapan dokumen pembayaran klaim:

1) Lembar persetujuan hasil verifikasi yang telah ditanda tangani oleh
PIHAK KEDUA.

2) Kui!lansi asli bermaterai cukup.

. PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang

timbul| karena PIHAK KEDUA memberikan pelayanan kesehatan di luar

VEIE rrle:njadi hak Peserta.

. Biaya transfer antar bank menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

X NnmorllRekt‘rning vang akan digunakan untuk pembayaran tagihan klaim

biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:




Nama Pada Rekening : RSUD Muntilan

Nomor Rekening : 1062000666
Bank : Bank Jateng
Cahfmg : Cabang Pembantu Muntilan

19. Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Klaim

20.

.

P]HAK KESATU wajib membayarkan ganti rugi keterlambatan
pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan scbesar 1% (salu persen)
dari| jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan

keterlambatan secara proporsional.

: Dalarn hal terjadi keterlambatan pembayaran klaim oleh PIHAK KESATU,

maka akan dihitung mulai pada hari ke-16 sejak berita acara

keler}gkapan berkas klaim dikeluarkan.

. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dihitung secara proporsional untuk

setiap hari kalender keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku.

.PIH}’\{( KEDUA dapat memanfaatkan program Supply Chain Financing

SCF) dengan pihak Bank untuk memastikan terselenggaranva pelavanan
| g P Ya pela)

kepada Peserta Jaminan Kesehatan.

Pelaksaaan INA-CBG

da.

Hlaimll pelayanan tingkat lanjutan dilakukan dengan sistem INA-CBG.
Untuk dapat mengoperasikan software INA-CBG maka PIHAK KEDUA
harus| mempunyvai noemor registrasi vang diperoleh dari Kementerian

Keschatan Rl sesual ketentuan yang berlaku. Kewajiban untuk memiliki

nom DI‘I

|
sama dan menjadi bagian dari persyaratan kerja sama;

registrasi dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kerja

. PIHAK| KEDUA harus memiliki Petugas administrasi klaim atau Koder

untuk Imelakukan input tagihan pelayanan ke dalam software INA-CBG

sesuai tatalaksana INA-CBG yvang berlaku.

. Tugas ¢dan tanggung jawab dokter adalah menegakkan dan menuliskan

diagnosis utama, diagnosis sckunder dan tindakan/prosedur vang telah
|




dildksanakan serta membuat resume medis pasien secara lengkap, jelas
dan spesifik selama pasien dirawat di rumah sakit.

.l{el%mgkapan rekam medis vyang ditulis oleh dokter akan sangat
membantu koder dalam  memberikan kode  diagnosis dan
tindial;an / prosedur yang tepat.

. Tughas dan tanggung jawab seorang koder adalah melakukan kodifikasi
diagnosis dan tindakan/prosedur yvang ditulis oleh dokter yang merawat
pasiEn sesuai dengan ICD-10 untuk diagnosis dan [ICD-9-CM, untuk
tindakan/prosedur yang bersumber dari rekam medis pasien. Apabila
dalarn melakukan pengkodean diagnosis atau tindakan/prosedur koder
menemukan kesulitan ataupun ketidaksesuaian dengan aturan umuim
pengkodean, maka koder harus melakukan klarifikasi dengan dokter

. Proses koding dilakukan sesuai dengan diagnosis yang ditegakkan oleh
dokter. Jika ditemukan kesalahan atau inkonsistensi pencatatan
dian;_.%nusia, maka koder harus melakukan klarifikasi kepada dokter
penanggungjawab pelayanan (DPJP).

- Dalam hal tertentu coder dapat membantu proses penulisan diagnosis
sesuai ICD-10 dan ICD-9 CM. Dokter penanggung jawab harus
menuliskan nama dengan jelas serta menandatangani resume medik;

A Pasier& yang masuk ke instalasi rawat inap sebagai kelanjutan dari proses
perawatan di instalasi rawat jalan atau instalasi gawat darurat hanya
diklairlfru sebagai 1 (satu) episode INA-CBG dengan jenis pelayanan rawat

inap;

i. Pasien yang datang pada dua atau lebih instalasi rawat jalan dengan dua

atau Iébih diagnosis akan tetapi diagnosis tersebut merupakan diagnosis
sckunder dari diagnosis utamanya maka diklaimkan sesuai dengan
ketentlllmn dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Episode
Perawatan;

j. PIHAK KEDUA melakukan pelavanan dengan efisien dan efektif agar bltaya

pelayanan seimbang dengan taril INA-CBG.
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21.Apabila dalam pengajuan klaim/tagihan oleh PIHAK KEDUA terdapat

klaim/tagihan vyang bermasalah (dispute claim) maka berhak untuk
mena}‘ngguhkan pembayaran atas klaim/tagihan yang bermasalah tersebut.
Penyelesaian dispute claim mengacu pada regulasi yang berlaku.

22.Da_larr|1 hal terjadi ketidaksesuaian pada saat verifikasi administrasi atau
verifikasi pelayanan maka PIHAK KESATU berhak melakukan konfirmasi

kepada PIHAK KEDUA dan Pescria.
|

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
BPJS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CABANG BlaA N

KEPALA

31




Lampiran III Perjanjian
Nomor : S@ /iR /| -04 /219
Nomor : 219 ¢ /ag9c7/ 43 /3019

KESEPAKATAN REGIONALISASI TARIF DENGAN PERSI PROVINSI
[Ditar*pirkan BA Kesepakatan Regionalisasi Taril antara BPJS Kesehatan
Provinsi dan PERS] Provinsi)
| £y

BRLS Kesohualan

REGIONALISAARSI TARIF PELAYANAN AESEMATAN
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Lampiran II Perjanjian
I Nomor : B6o/kKTh /1 ~04 /12 |9
Nomor : ©19.% fagu7 /41 /3019

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
1. PIHAK| KEDUA mengajukan klaim pelayanan kesehatan secara kolektif
kepada Kantor Cabang/Kantor Layanan Operasional Kab/Kota 'PIHAK
KESA’]J}J secara periodik dan lengkap sctiap bulannyva yang dilengkapi
. dengan dokumen pengajuan klaim.
2. Dalam || satu bulan PIHAK KEDUA dapat mengajukan masing-masing

dengan interval waktu pengajuan minimal 10 (sepuluh) hari yaitu:
a. klaim reguler sebanyak maksimal satu kali antara tanggal 1 sampai
dengan maksimal tanggal 15 dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pepgajuan klaim reguler adalah satu bulan pelayanan penuh atau
minimal 75% dari jumlah SEP terbit.

2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan klaim reguler
scl:\agaimana dimaksud pada huruf a angka 1), maka klaim susulan
belum dapat diajukan pada bulan yang sama.

3) Dalam hal PIHAK KEDUA ingin mencapai kualitas klaim N-1, PARA

. PIHAK dapat membuat kesepakatan jadwal pengajuan klaim reguler
yvang belum diajukan, untuk dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dengan
keualntuan tidak melewati batas kadaluarsa klaim.
b. klaim jsusulan bulan pelayanan sebelumnya.
c. serta klaim pending/klaim dispute.
3. Tarif yan# digunakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kelas Rumah Sakit

yvang berlaku dan Regionalisasi Tarif sesuai kesepakatan dengan Asosiasi

Fasilitas ifcschatan mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Menteri.
4. PIHAK KESATU menerbitkan bukti penerimaan klaim kepada PIHAK KEDUA

setelah PIHAK KEDUA mengajukan klaim kepada PIHAK KESATU (berupa
|
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soft copy/melalui aplikasi dan hard ecopy) pada hari dan tanggal PIHAK

KEDUA menyerahkan klaim.
. PIHAK KESATU harus mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim

n

palin% lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak klaim diajukan oleh PIHAK
KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU.

6. Dalan} hal klaim yang diajukan oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi
kelengkapan berkas klaim, PIHAK KESATU mengembalikan seluruh berkas
klaim kepada PIHAK KEDUA dan mengeluarkan berita acara pengembalian
berkas klaim.

7.Dalam hal PIHAK KESATU tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan
berkas, Kklaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sebagaimana
dimaks&ud pada angka 4, berkas klaim dinyatakan lengkap.

8. Hari ke 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihitung mulai
hari pepgajuan klaim PIHAK KEDUA yang ditandai dengan penerbitan bukti
penerimaan klaim.

9. Persyaratan pengajuan klaim manfaat pelayanan kesehatan di PIHAK
I{EDUFJ adalah sebagai berikut:

a. kelengkapan administrasi umum yang terdiri atas:
1) SuTar. pengajuan Klaim yang ditandatangani oleh Pimpinan PIHAK
KEDUA atau pejabat setingkat Direktur yang diberi kewenangan;
2) Kuitansi asli bermaterai; dan
3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengajuan Klaim Biaya
Pelayanan Kesehatan bermaterai yang ditandatangani oleh Pimpinan
FIHL’.K KEDUA atau pejabat setingkat Direktur vang diberi
kewenangan;
b. kcleng%kapan khusus vang terdiri atas:
1) bukl_ti pendukung pelavanan; dan
2) lcclepgkapan lain yang dipersyaratkan dalam masing-masing tagihan
klaim.

10. Pengajuan klaim pelayanan RJTL, kelengkapan khusus sebagaimana

dimaksud pada poin 9 hurul b adalah sebagai berikut:
|
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a. lembar  surat cligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh
Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;

b. bukti pelayanan yang mencantumkan diagnosa dan prosedur
serta ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP);

C. hasb pemeriksaan penunjang;

d. surat pernyataan pemeriksaan klaim oleh tim pencegahan kecurangan
¥ n‘%ah sakit;

e. checklist klaim rumah sakit; dan

f. luaran sistem informasi pengajuan klaim yang diunggah ke sistem

. informasi PIHAK KESATU.,

Keterangan:

Fasiltt%s Kesehatan di daerah terpencil yang belum memiliki jaringan

komunikasi data, luaran aplikasi pengajuan klaim sebagaimana dimaksud

dalam angka 6 hurufl f dapat dikirimkan dalam media penyimpanan data

kepada PIHAK KESATU.

11. Pengajuan klaim pelayanan RITL, kelengkapan khusus sebagaimana

dimakshd pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:

a. lembar surat eligibilitas Peserta vang ditandatangani @ oleh
Peser*a;kelnarga atau cap jempol tangan Peserta;

b, resume medis yang mencantumkan diagnosa dan prosedur yang

. ditant?atangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP);

iapordn tindakan, prosedur atau laporan operasi;

a0

. hasil pemeriksaan penunjang, apabila dilakukan;

surat Eerimah rawat inap,;

4

f. surat pernyataan pemeriksaan klaim oleh tim pencegahan kecurangan
[qunﬁ rumah sakit;

g. checklist klaim rumah sakit; dan

h.luaran| sistem informasi pengajuan klaim yang diunggah ke sistem
informasi PIHAK KESATU.

Keterangan:

Fasilitas \Kesehatan di daerah terpencil vang belum memiliki jaringan
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12,

13.

komunikasi data, luaran aplikasi pengajuan klaim sebagaimana dimaksud
dalam angka 7 huruf h dapat dikirimkan dalam media penvimpanan data
kepaja PIHAK KESATU.
Pengajuan klaim pelayanan Obat untuk penyakit kronis dan obat
kemoterapi, kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf
b adalah sebagai berikut:
a. Ienrbar surat eligibilitas Peserta vang ditandatangani oleh
Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;
b. resep obat dan protokol terapi untuk obat kemoterapi; dan
c. dul%um-::n lain vang dipersyaratkan sesuai restriksi obat dalam FORNAS.
Pengajuan klaim pelayanan Alat Bantu Kesehatan, Kelengkapan khusus
sebagaimana dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:
a. lembar  surat  eligibilitas Peserta yang ditandatangani @ oleh
Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;
b. klaim pelayanan kacamata dilengkapi dengan:
1) resep kacamata; dan
2) taqda bukti penerimaan kacamata yang memuat harga kacamata.
I{cterhng,an: Penyelenggara pelayanan kacamata adalah Optikal yang
bekerja sama dengan PIHAK KESATU.
c. Pengdjuan klaim pelayanan alat bantu dengar harus dilengkapi dengan:
1) resép alat bantu dengar;
2) hasil pemeriksaan audiometri; dan
3) tan%m bukti penerimaan alat bantu dengar memuat harga alat bantu
dengar.
& Pengaj|uan klaim pelayanan protesa alat gerak harus dilengkapi dengan:
1) resep protesa alat gerak; dan
2) tanda bukti protesa alat gerak yang memuat harga protesa alat gerak;
e. Pengajpan klaim pelayanan protesa Gigi harus dilengkapi dengan:
1) resep protesa gigi; dan

2) lartdj bulkti penerimaan protesa gigi yang memuat harga protesa gigi.

[. Pengajuan klaim Korset Tulang Belakang harus dilengkapi dengan:




14.

1) r‘esep korset tulang belakang; dan
2) tanda bukti penerimaan korset tulang belakang yang memuat harga

I-:'|Dr5et tulang belakang.

’ Penhajuan klaim pelayanan Collar Neck harus dilengkapi dengan:

1) resep collar neck; dan

2) tanda bukti penerimaan collar neck yang memuat harga collar neck.

. Pengajuan klaim pelayanan Kruk harus dilengkapi dengan:

1) relsep kruk; dan

2) la|;r1da bukti penerimaan kruk yvang memuat harga kruk,

Penﬂgihan Alat Bantu Kesehatan diluar paket INA-CBG vang
penyediaanya dilakukan oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara kolektif

oleh PIHAK KEDUA.

Pengajyan klaim pelayanan Ambulan ditagihkan secara kolektil setiap

bulan bleh PIHAK KEDUA, dengan kelengkapan khusus sebagaimana

dimaksud pada poin 9 huruf b adalah sebagai berikut:

a.

d.

€.

]cmbi;tr surat  eligibilitas Peserta yang ditandatangani | oleh

Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta;

. surat!| pengantar rujukan pasien yang berisi informasi kondisi medis

pasien pada saat akan dirujuk dari dokter yang merawat:

. bukti pelayanan ambulans yang memuat informasi tentang:

1) ide$titas pasien;

2) waktu pelayvanan (hari, tanggal, jam berangkat dari Fasilitas Kesehatan
perujuk dan jam tiba di Fasilitas Keschatan tujuan);

3) nan‘la Fasilitas Kesehatan perujuk; dan

4) nama Fasilitas Kesehatan tujuan rujukan.

tanda lcrima Fasilitas Kesehatan penerima rujukan; dan

bukti pembayaran jika ambulans menggunakan kapal penyeberangan.

-Pengajuan klaim pelayanan Continuous Ambulatory Peritonial Dialysis

(CAPD), kelengkapan khusus sebagaimana dimaksud pada pein 9 hurufl b

adalah seFagai berikut:




16.

|

a. lembar  surat  eligibilitas Peserta yang ditandatangani oleh
Peserta/keluarga atau cap jempol tangan Peserta; dan

b. re;fp permintaan CAPD dari dokter yang merawat.

Pengajuan klaim pelayanan Gawat Darurat ditagihkan secara kolektif setiap

bulan|oleh PIHAK KEDUA, dengan kelengkapan sebagaimana kelengkapan

pelayanan RJTL atau RITL.

.Dalaml hal PIHAK KEDUA telah melaksanakan sistem pengelolaan klaim

secara elektronik, PIHAK KESATU dapat meminta dokumen kelengkapan

administrasi klaim dalam bentuk softcopy dan/atau melalui transaksi data

elektrolinik.

18, Verifikasi dan Pembayaran Tagihan:

a. PIHAK KESATU melakukan proses verifikasi berkas klaim sejak berkas
dfnifatakan lengkap dibuktikan dengan berita acara kelengkapan berkas
klaim sebagaimana dimaksud pada Lampiran Il angka 4 atau lampiran Il
anglka 6.

b. PIHAK KESATU melakukan pembayaran klaim berdasarkan | hasil
veriiikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yvang telah dinyatakan
sesuail.

c. Dalam hal berkas klaim yvang telah dilakukan verifikasi oleh PIHAK
KESATU belum sesuai dan memerlukan konfirmasi, berkas klaim
dikembalikan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan konfirmasi,
disertai berita acara pengembalian berkas klaim berikut penjelasannya.

d. E::rklas klaim yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dapat diajukan kembali oleh PIHAK KEDUA pada pengajuan klaim
bLl].EI.J‘l berikutnya.

e. PIHAK KESATU mengajukan persetujuan klaim kepada PIHAK KEDUA
dalam hal proses verifikasi klaim telah selesai dilaksanakan paling
lambat pada hari ke 10 sejak Berita Acara berkas lengkap,

f. Perse}ujuan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuktikan
dengan formulir persetujuan hasil verifikasi vang telah ditandatangani

oleh pejabat PIHAK KEDUA yang ditunjuk. Hasil persetujuan uer1ﬁj~:as1’
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oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud, diterima kembali di Kantor
Cabang/Kantor Kabupaten/Kota PIHAK KESATU paling lambat satu
hari setelah formulir diterima oleh PIHAK KEDUA.

g. Dalam hal PIHAK KEDUA pada hari ke-11 (sebelas) belum menverahkan
pers&tujuan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf {, PIHAK KEDUA
dianggap menyetujui hasil verifikasi klaim PIHAK KESATU, dan proses
se]ranjutnya terhadap klaim dapat dilanjutkan. Persetujuan Klaim yang
talgﬁh ditanda tangani oleh PIHAK KEDUA dapat disusulkan paling
lambat pada hari jatuh tempo pembayaran klaim. Dalam hal terjadi

. keterlambatan penyerahan persetujuan klaim kepada PIHAK KEDUA,
m'aLca PIHAK KEDUA harus membuat Pernyataan Keterlambatan
tersebut.

h. PIHAK KESATU wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA
berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat:

1) 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya berita acara kelengkapan
berkas klaim sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I1 angka 4; atau

2) 15 {lima belas) hari sejak berkas klaim otomatis dinyatakan lengkap
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Il angka 6.

i. Dalam hal pembayaran kepada PIHAK KEDUA jatuh pada hari libur,

pembﬁyaran pada PIHAK KEDUA dilakukan pada hari kerja berikutnya.
. j. Kelengkapan dokumen pembayaran klaim:
1) Lembar persetujuan hasil verifikasi vang telah ditanda tangani oleh
PIHAK KEDUA.
2) l{uikansi asli bermaterai cukup.

k. PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan vang
timbul| karena PIHAK KEDUA memberikan pelayanan kesehatan di luar
yvang menjadi hak Peserta.

l. Biaya transfer antar bank menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

m. Nomor Rekening yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan klaim

biaya pelayanan keschatan kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:




Nama Pada Rekening : RSUD Muntilan

Nomor Rekening : 1062000666
Bank : Bank Jateng
Cabang : Cabang Pembantu Muntilan

19. Ketentuan Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Klaim

20,

.

PIHAK KESATU wajib membayarkan ganti rugi keterlambatan
pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan sebesar 1% (satu persen)
dari| jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu)| bulan

keterlambatan secara proporsional.

. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran klaim oleh PIHAK KESATU,

maka akan dihitung mulai pada hari ke-16 sejak berita acara

L{E!errgkapan berkas klaim dikeluarkan.

. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dihitung secara proporsional untuk

setiap hari kalender keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku.

. PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan program Supply Chain Financing

(SCF) dengan pthak Bank untuk memastikan terselenggaranya pelayanan

kepaciia Peserta Jaminan Kesehatan.

Pelaksaaan INA-CBG

a,

Klaim pelayanan tingkat lanjutan dilakukan dengan sistem INA-CBG.
Umulf dapat mengoperasikan software INA-CBG maka PIHAK KEDUA
harus| mempunyai nomor registrasi yang diperoleh dari Kementerian
Kesehatan Rl sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban untuk memiliki
nomor registrasi dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kerja

sama ilan menjadi bagian dari persyaratan kerja sama;

. PIHAK KEDUA harus memiliki Petugas administrasi klaim atau Koder

untuk| melakukan input tagihan pelayanan ke dalam software INA-CBG

sesuai tatalaksana INA-CBG yang berlaku.

. Tugas fan tanggung jawab dolter adalah menegakkan dan menuliskan

diagno

is utama, diagnosis sekunder dan tindakan/prosedur vang telah




j. PIHAK

|

dilaksanakan serta membuat resume medis pasien secara lengkap, jelas
dan spesifik selama pasien dirawat di rumah sakit.

. Kelengkapan rekam medis yang ditulis oleh dokter akan sangat
membantu koder dalam  memberikan kode  diagnosis dan
Limtlkan /prosedur yang tepat.

- Tugas dan tanggung jawab seorang koder adalah melakukan kodifikasi
diagnosis dan tindakan/prosedur yang ditulis oleh dokter yang merawat
pasien sesuai dengan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9-CM untuk
tindEkanjpmsedur yang bersumber dari rekam medis pasien. Apabila
dalam melakukan pengkodean diagnosis atau tindakan/prosedur koder
mengmukan kesulitan ataupun ketidaksesuaian dengan aturan umum
pcn£<t)dcan. maka koder harus melakukan klarilikasi dengan dokter

. Proses koding dilakukan sesuai dengan diagnosis vang ditegakkan cleh
dokter, Jika ditemukan kesalahan atau inkonsistensi pencatatan
diangl;nusis. maka koder harus melakukan klarifikasi kepada dokter
penanggungjawab pelayanan (DPJP).

. Dal hal tertentu coder dapat membantu proses penulisan diagnosis
sesuai ICD-10 dan ICD-9 CM. Dokter penanggung jawab harus
menuliskan nama dengan jelas serta menandatangani resume medik;
.F'asier[u yvang masuk ke instalasi rawat inap sebagai kelanjutan dari proses
perau1atan di instalasi rawat jalan atau instalasi gawat darurat hanva
diklaim sebagai 1 (satu) episode INA-CBG dengan jenis pelavanan rawat
inap,

i Pasier( vang datang pada dua atau lebih instalasi rawat jalan dengan dua
atau lebih diagnosis akan tetapi diagnosis tersebut merupakan diagnosis
sekunder dari diagnosis utamanya maka diklaimkan sesual dengan
kctcntl_lan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Episode

Perawatan;

KEDUA melakukan pelayanan dengan efisien dan efektil agar biaya

pelayanan seimbang dengan tarif INA-CBG.




21. Apabila dalam pengajuan klaim/tagihan oleh PIHAK KEDUA terdapat
kla_im‘ttagihan yang bermasalah (dispute claim) maka berhak untuk
menangguhkan pembayaran atas klaim/tagihan vang bermasalah tersebut.
Penyelesaian dispute claim mengacu pada regulasi yang berlaku.

22, Dalam hal terjadi ketidaksesuaian pada saat verifikasi administrasi atau
verifikasi pelayanan maka PIHAK KESATU berhak melakukan konfirmasi
kepada PIHAK KEDUA dan Peserta,

rapm K KESATU
PJS KESEHATAN
CABANG MAGEIEWE

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

3l
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Lampiran IV Perjanjian
\ Nomor : %éo Aetn /Vi-04 /139
Nomor: Qla.o /.;.g'c,?/q E/m-,s

HASIL KREDENSIALING/REKREDENSIALING*)

Tanggal Kredensialing/Rekredensialing  : 20 Desember 2019
A. Profil FRKTL

1. Nama PIHAK KEDUA ! RSUD Muntilan Kab.Magelang

2. Klasifikasi PIHAK KEDUA ' Rumah Sakit C

3. Kepemilikan : Pemerintah Daerah Kab.Magelang
4. Alamat ! JL.Kartini No 13 Muntilan

B. Pemenuhan Kriteria Wajib
1. Sura'ﬁ. ljiin Operasional dan Penetapan Kelas
‘ | Nomor Masa Berlaku

SIOPR: |
180.182/581/KEP/21 /2015 26/11/2015 SD 26/11/2020
Peru‘:rapan kelas:
No. IIDS/MenkES,J‘SKf 11/1988 Tidak ada masa berlaku

2. Surat ljin Praktik Tenaga Kesehatan
Sesuai data yang ada pada aplikasi Health Facilities Information System
(HF1S) BPJS Kesehatan.

. 3. Perjanjian Kerja Sama dengan Jejaring
No | | Nama Jejaring Nomor PKS dan Masa Berlaku | Jenis |
| Pelayanan |
1 | PMI Kabupaten No:019.5/2232/48/2018 Darah ‘
Magelang 31/12/2018 sd 31/12/2019 '
| 2 | Laboratorium No: 019.5/2184/48/2018 Laborat Klinik |
Rrodia 126/12/2018 sd 31/12/2019 |'
3 Darindo Abadi
Sejahtera dan PT | No:019.5a/2233/48/2018 Fengangl'cutan
Wastec 31/12/2018 sd 31/12/2019 Limbah Medis
International -
4 | CV Timdis No: 019.5/188/48/2010 Limbah padat
| | 01/02/2019 sd 01/02/2020 | ‘

[ 33




\ l

5| PT Dexa Arfindo | No: 019.6/496.4/18/2014 Alat-alat |
\ Pratama 04/08/2014 sd 04 /08/2019 Instalasi Lab i
6 || PT Dexa Arfindo No:019.5/1644 /48 /2017 Alat |
| Pratama 23/10/2017 sd 23/10/2020 Hematologi
7 || PT Dian Jaya No:019.5/743/48/2018 Pengoperasian
‘ Baru 04/05/2018 sd 04/05/2021 alat blood gas |
8 || SK Kepala No :188.45/1122/KEP/15/2016 | Pembuangan
Lingkungan Hidup | 13/06/2016 sd 13/06/2021 Limbah Cair

4. Sertifikat Akreditasi

. Nomor Sertifikat dan Jenis Masa Berlaku
Akreditasi _
KARS-SERT/1229/X11/2019 20/11/2019 sd 19/11/2022
| Akreditasi Tingkat Paripurna

G l{ritcriLl Teknis
1. Jenis/lingkup Pelayanan
Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

No Poli Pelayanan Spesialistik ~ Jumlah Poli Keterangan
vang tersedia
untuk
pelayvanan
Peserta JKN-KIS
1 ‘ Spesialis penyakit Dalam. 3
. 2 Spesialis Bedah 2
3 Spesialis Syaraf 2
4 Spesialis Anak 2
5 | Spesialis Obsgyn 1
6 Spesialis Orthopedi 1
T ‘ Spesialis Mata 1
8 Spesialis Kesehatan Jiwa 1
9 Spesialis Radiologi 1
10 || Spesialis Kedokteran Gigi Anak ]
11 || Spesialis THT 1
| , [




Fasilitas Pelayanan

No Jenis Pelayanan Jumlah Alat Keterangan
| (Unit)

1 | Laboratorium 1

2 | Radiologi 1

3 Pesawat Stasioner 1

4 Pesawat RO mobile 1
5!, Pesawat UPG 1

6 CR 1

TI usG S

8 EKG 15
9 EEG 1

1 Hemodialisa 8
11 | Radiografi Konvensional 1
12 | Panoramic 1
13 | Barium meal 1
14, | Barium enema 1
15| | Lopografi 1
16| | Fistulografi 1
17 | Appendicografi 1
18 | Follow through 1
19 | HSG 1
20 ‘ Oesophagografi 1
21 | OMD 1
22 | Rectografi 1
23 BNO IVP 1
24 | | Urografi intravena 1
25 | Uretrosistografi/Sistografi 1
26 ‘ Uretrografi/Uretrografi bipolar 1
27 ‘ VCT 1

Pelayanan Darah
No Unit Penyelenggara Pelayanan Keterangan
| Darah
1 | Kerja sama dengan PMI PMI Cabang kabupaten

Magelang
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2. Sumber Daya Manusia
Dﬂktcr Spesialis dan Sub Spesialis

| Pemenuhan Surat ljin
Praktek
No Jenis Spesialisasi/ Jum "
Subspesialisasi lah SRR dan Tenk .
dokt Masih ada/Habis
‘ B Berlaku masa
| berlaku
1 | Spesialis penyakit Dalam. 4 4
2 | Spesialis Bedah 2 2
3 | Spesialis Syaraf 2 2
. <+ ‘ Spesialis Anak 3 3
5 | Spesialis Obsgyn 4 4
6 | Spesialis Orthopaedi 1 1
7 | Spesialis Mata 1 1
8 | Spesialis Kesehatan Jiwa 1 1
9 || Spesialis Patologi Anatomi 2 2
10 || Spesialis Patologi Klinik 1 1
11 | Spesialis Radiologi 1 1
12 || Spesialis Anesthesi 2 2
13 || Spesialis KFR 2 2
14 ‘ Spesialis Kedokteran Gigi Anak 1 1
15 || Spesialis THT 1 1
|
Tenaga Kesehatan lain
. Jenis Ketenagaan Jumlah i
1. Perawat 1. 264 orang
| 2. Aﬂntcker 2. 4 orang
3. Biflan 3. 33orang
[
Tenaga Penunjang

| Jenis Ketenagaan Jumlah

1. Tenaga Koder/ Tenaga entry data klaim | 1.4 orang
2. Petugas Customer Service (yang 2. 2 orang
difungsikan untuk handling complain
peserta JKN-KIS)
I

| 36




3. Petugas yang bertanggung jawab untuk 3.

elakukan pengecekan keabsahan
kartu dan surat rujukan serta
melakukan entry data ke dalam aplikasi
Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan
. melakukan pencetakan SEP

3 orang

Keterangan eviden berupa surat penunjukan dari Direktur/Pimpinan RS

3. Kelengkapan Sarana Prasana
Tempat Tidur (TT) Rawat Inap Perawatan Biasa

No Nama Ruangan Setara Jumlah Jumlah | Keterangan
| Kelas Tempat Tempat
(VIP,LILII) Tidur Tidur Bagi
| Keselur Peserta
uhan JKN-KIS
1 | Ruang Menur VIP,LII 14 TT 14 TT
2 Ruang Gladiol VIP,LILII 22 TT 22 TT
3 Ruang Aster VIP 10TT 107TT
4 | | Ruang Flamboyan | VIP, LILIII | 31 TT 31 TT
S Ruang Dahlia 111 26 TT 26 TT
6 | | Ruang Mawar 111 21 TT 21 7TT
7 Ruang Anggrek 111 22 TT 22 TT
8 | | Ruang Seruni LILIII 18 TT 18 TT
|
Tempat Tidur (TT) Rawat Inap Perawatan Intensive
. No Nama Jumlah TT Jumlah Keterangan
' Ruangan Tempat Tidur
Pelayanan Bagi Peserta
| | Intensive JKN-KIS
1 || Ruang ICU 8 TT 8TT
2 || Ruang NICU 16 TT 16 TT
3 ‘ Ruang VK 8TT 8TT
4 || IMC 4 TT 4TT
5 Ruang PICU 2'TT 2TT
Kamar Operasi (Bedah)
No Jumlah Kamar Operasi (Bedah) Keterangan
| 4 Kamar 4 Meja Operasi
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4, i(orLitmen Pelayanan
Nao | Komitmen

1 | | Tidak melakukan pungutén biaya tambahan kepada peserta diluar
ketentuan yang berlaku
2 ‘ Menyediakan sarana dan petugas pemberian informasi dan

penanganan pengaduan peserta Jaminan Kesehatan

3 | ' Tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien umum ataupun
pasien JKN-KIS

4 | Melaksanakan rujukan berjenjang dan ;_:hr_[:-gram rujuk balik sesuai '
. | dengan ketentuan vang berlaku serta berkomitmen untuk mencapai
target Peserta Program Rujuk Balik sesuai yang telah ditetapkan
' ‘ yaitu 100% dari target Program Rujuk Balik yang sudah ditetapkan
berdasarkan data masterfile potensi PRB yang ada.
‘ Cat: Utk 9 Diagnosa PRB

5 || Berkomitmen Memiliki dan Mengirimkan Rencana Kebutuhan Obal
bagi Peserta JKN kepada Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan
yang berlaku

6 M_Enyedialmn ruang perawatan kelas I, 11 dan 1l untuk peserta JKN-
‘ KIS tanpa kuota atau pembatasan

*] Keterarjgan:
Salinan Hasil Kredensialing/Rekredensialing sesuai format yang berlaku

menjadi lampiran IV Perjanjian. Informasi atau penjelasan lebih detil diisikan
. pada matriks diatas.

}. PIHﬁ( KESATU PIHAK KEDUA
BPJS KESEHATAN RSUD-MUNTILAN KABUPATEN

CABANG MAGEIANE /;)”LM *ELANG
f3 \
.- = (e &
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Lampiran V Perjanjian

Nomor : S6e TRy - 04 /131g

Nomeor: O9.© /395748 /2019
SURAT PENGAJUAN BERKAS KLAIM

Berikut kami ajukan jumlah berkas klaim Peserta JKN-KIS untuk bulan pelayanan
...oo00, Yaitu sebagai berikut:

Berkas Pengajuan TXT Pengajuan
Jenis et

Pelayanan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah sierangan

|
. Kasus Biaya Kasus Biaya

. Rawat Jalan

Rawat Inap

Jumiah

Untuk selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan
KCU/KC/KLOK ....... sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pengajuan klaim ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,
atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Yang Mengajukan Berkas,
Direktur Rumah Sakit........,

B e o S S )
NIP/NRP/ .

" kolom tandatangan diisi dengan nama Jelas dan di stempel instansi
*lampiran jumlah berkas dan pengajuan per tanggal
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Lampiran VI Perjanjian
Nomor | %60 /kTR Avi-04 /1219
Nomor : ©19.2/2957/ 41 /3o

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWARB MUTLAK
PENGAJUAN KLAIM BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

KOP SURAT FASILITAS KESEHATAN (1)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR MUTLAK
PENGAJUAN KLAIM BIAYA PELAYANAN KESEHATAN |
NOMOR ; (2

Yang bertanda tangan di bawah ini:
|

| Nama 1 {3)

. NIP/NRP/Nomor :(4)
Pegawai

Jabatan L 5)

. Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal
sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka pengajuan klaim
pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS dengan lengkap dan benar, dan siap
diaudit sewaktu-walktu.

2. Kebenaran atas data peserta JKN-KIS yang telah dinyatakan meninggal di |
lasilitals kesehatan,
3. Apabila dikemudian hari terbukt pernyatasn ini tidak benar dan

bulkan kerugian negara, kami bersedia mengembalikan  kerugian
tersebut dan dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
. R P SO -
‘ Yang bertanda tangan
Materai 6000
‘ sikasnod 1) |

. NIP/NRP/Nomor Pegawai (8)
|

Keterangan

(1} Diisi depgan logo/ kop surat Fasilitas Keschatan,

{2} Duisi depgan nomor Surat Pernyatann Tanggung Jawab Mutlal.

i3) Dust natns pejabat berwenang penands tangan Sural Pernyataan Tanggung Jawab  Mutlak,
14) Diisi defigan NIP/NRP atau Nomor Pegawai,

(3) Dusl dengan nama jabatan penands tangan Surat Pernvatain Tanggung Jawab Mutlak,

(b) Diisi dengan tempat dan tanggal,

(7} Diisi sama dengan nomor (3],

(8] Diisi sama dengan nomor (4],

40




Lampiran VII Perjanjian

Nomor : B&e /it /A1 -84 /1419
Nomor : 019 . $/3a9%7/41 /8010
BERITA ACARA SERAH TERIMA KLAIM

Pada har ini .......tanggal.... ... Bulan ..., t@hUN s, Rumah Sakit ........
mengajukan klaim kepada BPJS Kesehatan Kantor Cabang/KLOK .. ... ... untuk
klaim bulan pelayanan .................. .tahun ... .. dengan rincian sebagai berikut:

T — Il 1
Berkas Pengajuan TXT Pengajuan |
Jenis — Keterangan
Pelayanan | jumlah ‘ Jumlah | Jumlah | Jumlah
. Kasus Biaya Kasus Biaya
Rawat Jalan
Rawat Inap

Jumlar

Untuk selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan Kantor
Cabang/KLOK ....... sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas
perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, ...l 2020

Penerima Klaim, Pengaju Klaim
. Verifikator, Rumah Sakit.. ...

NPP:..,., MIPTINER L oomaacissimsman
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Lampiran VIII Perjanjian
Nomor : Géo /wth /vi- 04 A1ag
Nomor : @lg "3/39{;7!48,-":1015

SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN KLAIM
OLEH TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) RUMAH SAKIT
N O s s A S s

Yang bertandatangan di bawah ini -

Nama R A R TS L
Jabatan : Ketua Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) RS
HamaRE|  RS.ciwmesmmmames A—

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Menjamin kebenaran bahwa klaim pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS bulan pelayanan
... Tahun ..... yang digjukan ke BPJS Kesehatan Cabang .. .. .. telah mendapat
pemeriksaan dari Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) RS .. ... yang dibentuk
berdasarkan SK Nomor ... ..

2. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya klaim yang tidak sesuai dan terindikasi potensi
kecurangan, maka kami bersedia melakukan klarifikasi dan konfirmasi serta membantu
menyelesaikan permasalahan tersebut dan memastikan hal serupa tidak terulang kembali.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan/tekanan
dari Pihak manapun.

Ketua Tim Pencegahan Kecurangan RS.....




Lampiran IX Perjanjian
Nomor : %80 A=ir A1 -04 /129
Nomor : 012 /3997 /4% / 3019

BERITA ACARA HASIL VERIFIKAS| KLAIM
BULAN PELAYANAN........

Pada hari ini ...... ity BUBHE o @D e setelah pihak BPJS
Kesehatan KCU/KC/KLOK .. ... melakukan proses verifikasi untuk tagihan klaim yang diberikan
oleh pihak Rumah Sakit ... .................o0neee. pada bulan pelayanan .................... 2020, telah
diperoleh hasil verifikasi sebagai berikut:

| § ! StaLus Rawat Jalan | Rawat Inap 1 Jumlah

o e .

| Verifikasi | Kasus Biaya | Kasus Biaya Kasus Biaya
| o ay
. 1 Layak | _ |

5 Tidak h |
| Layak

3 Pending

"JAdapun rinciannya terlampir

dap untuk selanjulnya, kasus tagihan LAYAK sebanyak .. .. kasus dengan jumlah biaya
sebesar (Rp, . (Terbilang: ... ....) akan
dibayarkaw sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk In:lsnm TIDAK LAYAK
segbanyak ' ........ . kasus dengan jumiah biaya sebesar Rp .. h .. (Terbilang :

................................................ } tidak dapat dibayarkan karena tidak sasual dengan
syarat dan ketentuan yang berlaku dan untuk PENDING (Klaim Dispute) sebanyak ..... kasus
dengan jumlah biaya sebesar Rp........... (Terbilang:.. i } belum
dapat kami bayarkan karena belum sesuai dengan kaidah dan katentuan yang berlaku (berita
acara dan detail rekapan terlampir).

Demikian berita acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

. e iR AT res s ) NDE0)
Fihak Pertama, Pihak Kedua,
Ka Bidang PMR Cabang ..........., Rumah Sakit...................
[ --------------------------- } l‘_-.--.;..,.q............--.---,...--.--..--...----,.-------.-.}
NPP ... NIPf NRP -
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Lampiran X Perjanjian
Nomor : ©60 /kTh Ar|-04 /1319

Nomor ;: ¢l & /.;e:;?/f.a /aolg
BERITA ACARA PENGEMBALIAN BERKAS KLAIM

Berdasarkan Surat Pengajuan Klaim RS....Nomor. ... ..tanggel............. vedenmaka
pada hari [ini.. .........._1{anggal, .. . bulan........ .. fabun dua ribBu e kBME yang
bertanda tapgan di bawah ini
1. Nama :

Jabatap : Verifikator 1
2. Nama :
Jabatan ¢ Verifikator 2
Telah melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian secara langsung lerhadap berkas pelayanan
pregram Jaminan Kesehalan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
. (BPJS) Kesehatan untuk bulan pelayanan.......yang dilaksanakan oleh RS.........dan dengan

memperhatikan (*menyesuaikan kondisi daerah masing-masing):

a  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksaan Jaminan Kesehatan Nasional

b, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pedoman INA

CBG dalam Pelaksanaan JKN

c Pedoian tfan Kaidah Koding ICD 10 untuk Diagnosa dan ICD 9 CM untuk Prosedur '

d Sural
2016

€. Hasil Kesepakatan Dewan Perlimbangan Medik (DPM)

f. Hasil temuan DPK

Untuk itu menyatakan belum dapat dibayarkan karena terdapat kelidaksesuaian dengan pedaman serla
regulasi yanhg berlaku yaitu

daran Menteri Kesehatan Republik Indonesia (SE HK Menkes) 03.03 Tahun 2015 ildan Tahun

Mo | Alasan Ketidak sesuaian Status* Jenis Pelayanan | Jumlah Kasus | Keterangan

. Demikian berita acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, ataq' perhatian
dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Yang Menvatakan:

S| T { nama jelas) e LBNAA tangan
2. Gimneiuiisesaias | NAma jelas) wemrninnnsntanda tangan
Mengetahui,
Ka. Bidang PMR Cabang ........... i
Catatan :

Status Pending; Berkas yang tidak sesual tersebul diperbaiki sesuai dengan kaidah dan regulasi yang
sesuai dandapat diajukan kembali pada bulan pelayanan selanjutnya
Status Tidak Layak: Berkas klaim tidak dapat dibayarkan BPJS Kesehatan
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Lampiran XI Perjanjian
Nomor : @0 /«TR/y)i04 /laig
Nomor : Cl9 6 SBasy /48 /20 19

TARIF PELAYANAN AMBULAN |

TARIF AMBULAN
Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang
Nomor 4 tahun 2012

- e —

wd.  HEarif am h&gmdfhm jumiah jarak kilormetar pulang pergi (PP)
“ik «iFarl ambulance-untuk 5 (lima) kilometer partama ditetapkan sebagal berikut:
', WAKTU TARIF (Rp)
Siang hari (jam 08.00 s/d 18.00) 50.000
Malam harl (jam 18.00 s/d 008.00) EUOOO
|
3 Tarlf ambulance setelah 5 (Tima) kilometer peitama ditelapkan sebagal berikut:
WAKTU TARIE (Rp)
Slang hari (jam 06.00 s/d 15.00) 1.25 x harga BBM per kilometer
Malam hari (jam 18.00 s/d 06.00) 1.50 x harga BEM per kilometer
4 Besamya tarif tunggu mobil ambulance ditetapkan sebagal berikut:
WILAYAH - TARIF PER JAM (Rp) |
Jawa Tengah dan DIY _5,0@_{
Luar Jawa Tengan dan DIY - 25.000
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Lampiran XII Perjanjian
Nomor : BGo/” ETr VI - O4 /1219

Nomor : 0las /2097 S48/ 3019

PANDUAN MANUAL VERIFIKASI KODING

' KEMENTERIAN
e ¥ KESEHATAN

Ll |
{53 BPISKesehatan
‘m:j %‘3 REPUBUK .u‘ B P sokar Qpmia i e we dom @
=7 INDONESIA
BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
PANDUAN PENATALAKSANAAN S0OLUst
. PERMASALAHAN KLAIM INA CBG
TAHUN 2018
N W G2 OB JAS YN PAOIE
Mo w20 S @A Sg

Yang bertands tangzn dibswah ini

1. Nama o, Kalsum Kamaryan|, PP
Jabatan - Kepals Pusat Pembsayaan dan Jamiman Kosehaton
Kementedan Kasahatan Hy
2. Nama dr. Budl Mohamad Anef, MM, AAK
Jabatan Despul Direksi Bidang Jaminan Famblayasn

Kesehatan Rujukan BFJIS Kesanatan

Berdesarksn darl hasl pertemuan kadua balah pinax pada pomtiahessn Pasduan |
Poralalokaanaan Solusi Permasalatian Klalm INA CRG Famun 2018, fedut
Msepak) dAagnosis dan tndakan pomayx yang lerdicl aths anpek koding, medls

dan adminisirasi.

Hogil kesapakatan dalam lwngiran bems ACErD 1 mennd relerensi bersama bog ‘

. RPIS Kesehatan dan Rumsh Sokil dalem melskeutakan proses wor ks kinim IR,
cCBG,

Demikian Barita Acara inj ClouEl Jan gnardaisnche ascars Dersama LT
PP pihak segara sukarela LENPR Ath paksasn dpapwn

Kapala PPIK Dageity Direksi Bidang JPK Rupukzn
K-a-muntfr'mn Kosohatan K1 " r BPUS Kosehntan

Kormaryan sFPh d% Bud| Monbmas Arief Wb A

R
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Lampiran XIII Perjanjian
Nomor : $60/WTh /v) - 04/ 1219
Nomor : ©O19 6/ 39c7 /48/ 3019

|
SLA DAN ALUR PENYELESAIAN DISPUTE KLAIM

Service Lr:'vef Agreement Penyelesaian Dispute Klaim adalah sebagai berikut:

| KantorCabang | Divisi Regional | Kantor Pusat
k _.f.‘*j’.“ & e _ Waktu (harikorja) |
Dispuid Koding ) 5 hari 5 hari idhan |
. Dispuia Medis 14 hari ~ léhai 21 hari .

Alur Penyelesaian Dispute Klaim

= Dilampirkan prosedur operasional Kantor Cabang sesuai Surat Edaran
Direktur Pelayanan Nomer 51 Tahun 2016 tentang Penatalaksanaan
Ptfn}rej[:saian Dispute Klaim dalam Penyelenggaraan JKN.
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